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ABSTRACT

Implementation of Late Number 23 Year 2002 about the Protection for Cluldren that guarantees to
protect the children’s rights (right of life, right to grow, protection and participation} has not been imple-
mented particularly in children dealing with the law in investigation process. Likewise it is with a joint
decision between the Minister of Justice of Indonesia, Indonesian Minister of Manpower and Ministry of
Social Affairs Number: Mo.1-PK.03.01 Year 1984, No. KEP/HUK/X/19984 on cooperation in the imple-
mentation of Training Programs for Prisoners and Social Rehabilitation Re-socialization former state Pris-
oners and children; and an agreement between the Director General of Social and Rehabilitation Services,
Department of Secial Affairs and Director General of Penitentiary Department of Justice and Human Rights
RI, apparently still nol understood. Policy implementation should be able to guide every decision of the
judges winch should give priority to the best interests of the child and the legal values that developed in the
community. The basic ideas are exploitation, cruelty, violence, threats of violence, or abuse of children
during the proceedings should be avoided. To obtain feedback on the implementation of the policies carried
out by using the techniques of research focused discussions with officials from the agencies goals and

observations related to prison for children at Prison Pa'jo, Palembang.
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai anak yong melakukan
pelanggaran atou kejohatan (anak-anak yang
berkonflik dengan hukum), seringkali hak-hak
anak tersebut tidak dilindungi pada setiap
tingkat pemeriksaan, mulai dari proses
penyidikan hinggo proses persidangan di
pengadilan. Belum lagi situasi lain yang harus
dihadapi yaitu adanya stigma dari masyarakat
sebagai penjahat, harus keluar dari sekolahnya
dan diosingkan oleh komunitas lingkungannya.
Kondisi ini sangat berpengaruh pada
perkembangaon anak dan masa depannya serta
cukup memprihatinkan.

ldealnya anak-anak tidak bisa dihukum
dengan cara dipenjara. Penahanan dan
pemenjaraan harus menjadi upaya paling akhir
dan kalaupun terpaksa dilokukan harus untuk
masa yang paling singkat. Seperti dihimbau
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oleh Menteri Sosial pada berbagai kesempatan,
beliau menekankan bahwa setiap putusan
hakim harus mengutamokan kepentingan
terbaik bagi anak don nilai-nilai hukum yang
berkembang di masyarakat. Penahanan
terhadap anak seharusnya tidak menempatkan
anok pada Rumaeh Tahanan Negara tetapi
melalui Panti-panti sosial yong disediakan
Depsos otau masyarakat.

Kalaupun anck harus menjalani
penahanan, maka tindakan hukum yang
dilakukan terhadop mereka harus mempertim-
bangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini
didasari asumsi bahwa anak tidak dopat
melokukan kejohatan atau doli incapex dan
tidak dapat secara penuh bertanggung jowab
atas tindakannya. Apalagi mengingat bahwa
bebon yang harus diterima anak jika menjalani
masa-masa penahanan, dia harus keluar dari
sekolah, kehilangan mosa-masa pendidikannya
belum lagi masalah pelabelen pada anck.
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Pemerintah telah mengupayakan berbagai
penungunun ﬂnﬂl{ bﬂrkﬂﬂ‘fhl{ hLFkUrI"IF dl
antaranya memberikan perlindungan khusus,
melalui Lapas, Bapas dan Panti Sosial serta
partisipasi masyarakat melalui LSM. Selain itu
juga oda kebijakan dan peraturan
perundongan oleh pemerintah,di antaranya
Undang-Undang MNomeor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak yong menjomin
tedindunginya hak-hak anak (hak Hidup, hak
untuk tumbuh, perdindungan don partisipasi)
belum diloksanakan khususnya dalam proses
penyidikan anak berhadapan dengan hukum;
Keputusan bersama antara Menteri Kehakiman
Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan
Menteri Sosial Rl Nemor: Mo.1-PK.03.01 tahun
1984, Nomor KEP/HUK/X/19984 tentang
kerjasama dalam penyelenggaraan Program
Latihan Kerjo Bogi Narapidana serta Rehobilitosi
Sosial Resosialisasi Bekas MNarabidana dan
anak negara; Kesepakatan bersama antara
Direkiur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial, Departemen Seosial Rl dan Dirjen
Pemasyarakatan Departernen Hukum dan Hok
Asasi Manuria Rl Momor : 20/PRS-2/KEP/2005
dan nomor : E.U.M 06.07-83 Tahun 2005
Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak
didik Pemasyarakatan.

Namun sejauh mana implemeniasi
kebijakan yong ado don bogoimana peran
lemboga dolam penanganan permasalahan
anak berhadapan dengan hukum, belum
banyak diketahui.

B. Tujuan dilaksanakan penelitian
ini adalah :

1. Teridentifikasi kesepakatan antar instansi:
Dinas Sosial Provinsi, Kepolisian POLDA
Sumatera Selatan, BAPAS, Panti Marsudi
Putra Dharma Phala (PSMPDP), FKPSM,
Kanwil Dephuk dan Ham, tentang
penanganan anck yang berhadapan
dengan hukum di Polembang.

2. Teridentifikasi Pemahaman tentang
Penerapan SKB antara Menteri Sosial RI,
Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga
Kerja Nomor : M.01-P03.01 Tohun 1984,
Momor : Kep.354/Men/1984 dan
Momor: 63/HUK/X/1984 Tentang:
Kerjosama Dalam Penyelenggoraan Pro-
grom Latihan Kerjo Bagi Noropidano serta

(Eerdaely Hagrnsopurtah

Rehabilitasi Sosial dan Resosialisosi Bekos
Marapidana dan Anak Negara di Daoerah.

3. Teridentifikasi Implementasi MOU antara
Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosiol
Departemen Sosial Rl dengan Dirjen
Pemasyarakatan Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusiao Rl Nomor: 20/PRS-2/
KEP/2005 dan Nemor: LLE.M 06.07-83
Tahun 2005 Tentang Pelayonan dan
Rehabilitasi Sosial Anck Didik
Pernasyarakatan.

4, Teridentifikasinya kendala dalam
mengimplementasikan MOU tiga Menteri
dan Moll dua Dirjen.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif
menggunakan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara:
Diskusi terfokus (FGD), pengamatan, dan studi
dokumen. Diskusi dilakukan dengan
menggunakan panduan yang ditujukan kepada
instansi terkait yang dionggap memiliki program
penanganon mosclah anak berkonflik dengan
hukum, seperti Polisi, Bapas, Dinkessos, Lapas
dan LSM sebagai informasi pendukung, Lapas
Pakjo, Polembang menjadi seffing utoma.

Dari penelitian  ini  diharopkan
diperclehnya informasi tentang implementasi
SKB tiga menteri dan MOU daerah, informasi
tentang peran Panti Sosial, Kehakiman dan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dolam
penyelenggaraan sistem hukum. Dan pada
akhirnya dari hasil penelitian ini dapat
direkomendasikan kebijakan nasional yang
diperlukan oleh daeroh dalam sistem
perlindungan sosial bagi anok yang
berhadapan dengan hukum

D. Kerangka Konsep

Penghanan odalah penempaotan
tersangko atou terdakwa di Rumoh Tahanan
Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau
di tempat tertentu oleh penyidik ataupun
penuntut umum atau hakim. Orang yang ditchan
perarti setiap orang yang dirampas kebebasan
pribadinya kecuali sebagai akibat hukumaon
karena suatu pelanggaran. Mengenai anok-
anck yang ditahan karena menunggu proses
peradilan, baik instrumen internasional maupun
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instrurnen lokal secora jelas menyatakan bahwa
penahanon terhadop anok-anak yang disangka
otou dituduh teloh melakukan peloanggaran
hukum pidana hanya boleh dilakukan sesuai
hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilaksanokan sebogai upaya terakhir dan
dalom waktu sesingkat mungkin dengan
jaminan pemenuhan atas semua hak-haknya
sebagai orang yong ditahan dan hak-haknya
sebagai anak.

Hak-hak anak yang ditohan di antaranya
adalah hak untuk diperlakukan sebagai erang
vang tidak bersalah, hak memperoleh semua
bantuan yang diperlukan dalom sefiap tahapan
peradilan, ditahan dalam tempat yang khusus
untuk anak, dipisahkan dari terpidana dan hak
pemenuhan kebutuhan khusus sesuai dengan
usia dan jenis kelaminnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan
pemasyarckatan adalah bagion dari tata
peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan,
gembincan narapidana, anak negara dan
bimbingan klien pemasyarakatan yang
dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan
cersama-sama dengan aparat penegak
hukum) dengan tujuan agar mereka setelah
menjalani pidananya dopat kembali menjadi
warga masyarakat yong baik.

Orang yong dipenjara berarti siapa pun
yang dirampas kebebasan pribadinya sebagai
akibat hukuman karena suatu pelanggaran.
Meskipun instrumen internasional dan instrumen
lokal menyebutkan bahwa putusan pidana
penjara adaloh pilihon terakhir dan harus
diputuskan dengan amat hati-hati dengan
pertimbangan yang seksama bahwa tidak ada
alternatit lain yang memadai untuk
merehabilitasi anok pelaku pelanggoran hukum
pidana, tetapi realita menunjukkan banyak
anak-onok yang diberi hukuman penjora.

Terhadap anak-anack ini telah dibenkan hak
atas jominan standar perlakuan minimum or-
ang-orang yang dipidana penjara dan haknya
sebagai anck. Hak tersebut di antaranya
adalah hok ditahan di tempat yang khusus bagi
anak dan jaminan bahwa anak-anak ini
memperc|f:h mﬂnfﬂﬂf atas pmgrum-prﬂgrﬂm
kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, hak
untuk tidak menjadi sasaran hukuman dan
penganiayaon dan jominan atas kebutuhon-
kebutuhannya yang khas sesuai umur, jenis
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kelamin, pelanggaran dan minatnya.
Menghilangkan kebebasan berarti bentuk
penchanan atau hukuman penjara apa pun
atau penempatan seseorang pada suatu tempat
penahanan, dimana orang tersebut tidak
diperkenankan pergi sesukanya, otos perintah
suatu pihak kehakiman, administrasi atau pihak
umum lainnya. Aturan-cturan nasional, baik
yang berupa UU maupun Keputusan Menteri,
menyatakan bohwa rumah tahanan adalah
tempat bagi orang-orang yang ditahon untuk
keperluan penyidikan dan pemeriksaan perkara
dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapos) adalah
tempot untuk melaksanakan pembincan
narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Namun pada tingkatan empiris, terdapat
sejumlah orang dan anak-anok yang ditahan
karena menunggu putusan pengadilan di
dalam lembaga pemasyarakatan dan di kantor-
kantor polisi, sebaliknya terdapat sejumlah or-
ang dan anak-anak yong berstatus terhukum
atou terpidana berada di dalam rumah
tahanan.

Anok Pidana yaitu anak yang berdasarkan
putusan pengadilon menjalani pidona di LAPAS
Anak paling lama sampai berumur 18 {delapan
belas) tahun; Anak Negara yoitu anak yang
berdasarkan putusan pengadilan diserahkan
pada negara untuk dididik dan ditempatkan di
LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18
{delapanbelas) tahun; Anak Sipil yeitu anak
yang atas permintaan orang tua atau walinya
mempercleh penetapon pengadilan untuk
dididik di LAPAS Anak paling lama sampai
berumur 18 [delapan belas) tahun.

Bagi anak yang berhadapan dengan
hukum, ia berhak memperoleh perlindungan
khusus seperti tercantum dalam Undang-
Undang Perlindungan Anaok Me. 23 Tahun
2002, pada pasal 64 menyatakan bahwa (1)
Perlindungan khusus bagi anaok yang
berhadapan dengan hukum sebogaimana
dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang
berkanflik dengan hukum dan anok korban
tindok pidana, merupakan kewajiban dan
tanggung jowob pemerintah dan masyarakat.

Dalam ayat (2) dinyatakan: “Perdindungan
khusus bagi anak yang berhadopan dengan
hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilaksanakan melalui: a. perlokuon atas anak
secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hak-hak anak; b. Penyediaan petugas
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pendamping khusus bogi anak sejak dini; c.
penyedioan sarana dan prasarana khusus; d.
penjatuban sanksi yang tepat untuk kepentingan
yang terbaik bagi anak; e. pemantouan dan
pencatatan  terus-menerus  terhadap
perkembangan anak yang berhadapan
dengon hukum; . pemberian jominan untuk
mempertahankan hubungon dengan orang tug
atau keluarga; g. perlindungan dari
pemberitaan identitas melolui media massa
untuk menghindari labelisasi.

Il. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran
Kasus

Singkat Wilayah

Kota Palembang sebagai kota metropo-
lis, tampaknya telah menjadi kota tujuan bagi
masyarakat di doerah atou deso-desa di
wiloyah Sumatera Selatan. Aktivitas
perdagangan, seperti terlihat pada Pasar 16
llir menarik perhatian masyarakat untuk mencarn
peruntungan, termasuk anak-anak yang dalam
kesehariannya ikut dituntut keluarganya untuk
menghasilkan uvang bagi menopang
kehidupan keluargn mereka.

Kini yoang menjodi masaloh utoma Kota
Palembang yang dampoknya membias
kemano-mana adalah masclah sosial seperti
marckrya pengemis jolonon, don pedagang
koki lima yang sulit ditertibkan, sehinggo
berdampok pado semaokin semrawutnyg arus
lalu lintos poda berbagai wiloyah. Berdasarkon
data dori Dings Kesejohteraan Sosial
Polembang, puluhan anak jolanan, pengemis,
dan pengomen masih banyak beraoksi di
beberopa perempaoion jolon afau simpang
jalon, Beberopc simpang yong banyak
dikerumuni pengamen, antara lain di-simpang
Rumah Sokit Charitas, simpang kepolisian
daerah [polda), simpang Jakabaring, don dekat
Pasar Cinde. Total jumiah anck jalanan dan
pengamen di Kota Pempek int mencapai sekitar
367 anak. Belum lagi mosaleh anak nokal yang
jumlahnya cukup banyak di keta ini, yoitu
sejumich 444 anak (Dinkessos, 2006).

Para pengomen rfiu umumnya berusic
belasan tahun, sebagian di bawsh usio 10

(Tnelaly Haernsorati)

tohun, bohkan beberopo bocoh berusia di
bawah lima tahun juga ikut serta. Ada juge anak
jalanan yang berusia 20-an tahun. Mereka
mengamen di perempatan jolan dengan
menggunackan gitar, kefipung, otau “ecek-ecek”
dari tutup bir yang dipoku poda kayu.
Berdosarkan pendataan Dinkessos, jumlah
anak jolanan berusia 7-18 tahun di Palembang
soat ini 178 anak. Jumlah itu menurun
dibandingkan 2005 yang mencapai 739 anak.

Menurut dota yang berhasil dihimpun oleh
Yayasan Puspa Indonesia Palembang, jumlah
anak yang terlibat konflik hukum di Sumatera
Selatan selama Januari-Maret 2007 sedikitnya
ada 23 anak. Tahun 2006, konflik hukum yang
melibotkan onok tercatot berjumlah 101 kasus,
yang terbanyak terjadi di Palembang, 69 kasus
(Kurniasar, 2007). Usia pelaku yang kurang
dari 18 tahun sebanyak 33 anak. Pada tahun
2005, jumlah konflik hukum yang melibatkan
anak mencapai 177 kasus. Jumlah tersebut
dipercleh dari hasil pemantauan dari

mberitaan di media cetak. Bentuk konflik
Eﬁkum yang melibatkan anak ada bermacam-
macam, antara lain pencurion, pengoniayaan,
pencdongan, penjambretan, narkoba; hingga
pembunuhan, Usio para peloku rota-rota 16-
17 tahun. Kasus terbanyak terjadi di Palembang,
yaitu 18 kasus, sedangkan sisanya terjadi di
Baturaja dan Banyuasin. Sebagian besar kasus
yang melibatkan anak-anak tersebut baru
berstatus dilaporkan atau diamankan.

Sementara itu berdosarkan data sekunder
yang diperoleh dari Poltabes Palembang tentang
perkara pidana anak, antara tahun 2000 s/d
2003, terdaltar sejumlah 75 kasus anak. Dari
keseluruhan tersangka anak tersebut ternyota
semuanya dikenokan penchanan.

Umumnya keterlibotan anak yang
berkontlik dengan hukum untuk wilayah propinsi
Sumatera Selatan, bersumber pada kasus-kasus
yang kebanyakan adalah pencurian (23.58 %),
narkoba (18 %), dan penganiayaan (17.07 %).

Jumlah kosus anak berkonflik dengan
hukum di Kota Palembang tampaknyo cukup
memprihatinkan sehingga perlu penanganan
yang serius. Pemerintah di antaronyo telah
mengupayckan  berbagai  alternatif
penyelesoian masalah anck yang berkonflik
dengan hukum ini, yang dilakukan dengan
melibatkan beberapa institusi, di antaranya



iurmal Penelttian dan Pengembangan Kesziohberame Sesaal, Vol 14, No. 02, 2009 122 - 133

BAPAS, LAPAS, Dinas Kesejahteraan Sosial,
Kepolisian dan LSM.

B. Pelaksanaan FGD

FGD dilaksanakan di aula kantor Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Peserta terdiri
dari instansi: Dinas Sosial Provinsi Sumatera
Selatan (Kobid. Rehabilitasi Sosial, Kasie
Peloyonan dan Rehabilitasi), Kepolisian
[Kasubog TU Polda Sumatera Selatan, Staf
Bimas Palda Sumsel), Bapas PIG, Dinas Tenaga
Kerja dan transmigrasi Provinsi Sumatera
Selatan, Panti Sosial Pamardi Putra Sumatera
Selatan, LAPAS Anak Polembang, BAPAS,
FKPSM dan Kantor Wilayah Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera
Selatan. Topik diskusi adalah bagaimana
peneropan SKB antara Menteri Sosial RI, Menteri
Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja Nomor :
M.01-P03.01 tahun 1984, Nomor : Kep.354/
Men/1984 dan Nomor: 63/HUK/X/1984
tentang: Kerjasama Dalom Penyelenggaraan
Program Latihan Kerja Bagi Narapidana serta
Rehabilitasi Sosiol dan Resosialisasi Bekas
Marapidana dan Anak Negara di Polembang
dan Implementasi Mol antara Dirjen
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen
Sosial Rl dengan Dirjen Pemasyarakatan
Departemen Hukum don Hak Asasi Manusia RI
Nomor: 20/PRS-2/KEP/2005 dan Nomeor :
U.E.M 06.07-83 Tahun 2005 tentang Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosicl Anak Didik
Pemasyarakatan,

C. Gambaran Hasil Diskusi

Pemerintah telah mengupayakan berbagai
penanganan anak bermesalah dengan hukum,
di antaranya memberikan perlindungan khusus
melalui Lapas, Bapas dan Panti Sosial serto
partisipasi masyarakat melalui LSM. Namun
sejouh mana pola penanganan atau
mekanisme penanganan yang dilakukan oleh
lembaga fersebut, belum banyok diketahui.
Untuk menjowab permasalahan tersebut,
berikut adalah peran dan keterlibatan
beberapa  instansi/lembaga  dalam
penanganan anak berhadapan dengan hukum,
di antaranya adalah:
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1. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas
I, Palembang

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas |,
Palembang terletak di jln. Kapt. A. Rivai,
Palembang. Llembaga ini berdiri tahun 1970,
hingga kini jangkauan wilayahnya mencakup
& ibukota kabupaten don 2 kotamadya, yaitu
Sekayu, Bonyuasin, Palembang, Prabumulih,
OKI Kayu Agung, dan Ogan llir. Dalam
peloksanaen kerjanya, BAPAS sering menerima
permintaan dari kabupatern OKU Timur, dan
OKU Baturaja, yang seharusnya menjadi
wilayah kerja Pemdao Lohot.

Berkaitan dengan profil anak binaan,
menurut data BAPAS dari bulan Januari hingga
Juni 2007, onak yang melanggar hukum dan
sedang ditongoni oleh BAPAS ada sejumliah
200 kasus, ini yang sudah dibuat penelitian
berkaitan dengan sidang peradilan anak.
Penanganan di antaranya adalah pembinaan
berupa kursus-kursus yang tahun ini diadakan
di Ogan Komering llir Tanjung Raja. Menurut
Kasie Bimbingon Klien Anak - BAPAS, bentuk
kerjosama atau koordinasi penanganan
masalah anck berkonflik dengan hukum belum
ada Juklaknya, sehingga agak sulit melakukan
kerjasama dengan berbagai instansi di wilayah
ini. Petugos BAPAS belum menerima Surat
Edaran (Mol) tentang penanganan ABH,
“Klien kami yang saat ini sedong dalam proses
pembebasan bersyarot (PB), ada sejumlah 21
anak. Usia mereka antara 17 hingga 18 tahun
dan saaf ini mereka berado di LP anak”. Latar
belokang pendidikan klien mereka adalah 10
onak lulus 5D, 5 anak lulus SLTP dan 1 anak
putus sekolah SLTR 4 anaok lulus 5LTA dan 1 anak
putus sekolah SLTA,

Kasus anak yang menjadi klien BAPAS
kebanyakan adalah masaolah narketika (8
anak}, pembunuhan (8 anak), pemerkosaan (3
anak), sisanya adalah kasus pencurian dengan
kekerasan dan penipuan.

2. Dinos Kesejohteraan Sosial

Saloh satu bodon milik pemerintah yang
juga terkait langsung dengan penanganan ABH
adalah Dinas Kesejchteraan Sosial [Dinkesos).
Saat ini Dinkesos Provinsi Sumatera Selatan bare
memiliki data PMKS Anck [ANKN) saja,
sedangkan untuk data ABH secaro lengkap
belum ada. Seloin itu dota mengenai lembaga
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panti/LSM yang menangani ABH juga belum
teridentifikasi secara spesifik oleh Dinkesos
setermpat. Data tentang pekerja sosial yang
menangani ABH juga belum ada, Dinkesos
hanya memiliki data pekerja sosial secara
umum.

Dinkesos memiliki kebijakan dan program
sendiri dalom menangani ABH. Salah satu
contch kebijakan yang dimiliki Dinkesos adalah
menjalin kerja sama dengan LAPAS, agar ABH
dan MNapi dapat mengikuti bimbingan
keterampilan. Program yang sudah dilakukan
adaloh program penampungan, pemulihan
dan rehabilitasi bagi ABH yang mengikuti
bimbingon mental dan keterompilon. Syumt
untuk mengikuti program ini antara lain ABH
teloh selesai atau telah menjalani 2/3 masa
tahanannya di LAPAS.

Usaha preventif juge dilakukan Dinkesos
uniuk mencegoh bertambahnya jumlah ABH.
Hal ini dilakukan dengan memberikan
penyuluhan dan sosialisai kepada masyarakat,
mengena masalah dan penanganan ABH. Pro-
gram yang berjalan masih belum memberikan
feed bock seperti yang diharapkan sebelumnya.
Penyebabnya adalah adanya ketidaktepatan
waktu antara pelepasan ABH dari LAPAS,
dengon waktu penenmaan ABH pada panti
yang teloh ditunjuk, seperti diungkapkan oleh
saloh secrang pegowai Dinkessos:

“Pada saat menjelang akhir pembinaan
anok di Lopas, tidek tepot woktu dengan
penyelenggaraan pelatihan di panti kita (kebetulon
yong melakukan kerjosama adalah PSBR). Jodi
pada saat anak keluar dari Lopas, tidok berfepatan
dengan wakiu penerimaan df panti misalnve anak-
anak keluor dari Lopas bulan Mei sedangkan
penerimaan anak di pant adalah Janueari dan Juli”,

Sumber dona untuk anggaran program
yang dilokukan belum ada, sehinggo masih
menjadi penghambat peloksanaan program.
Kondisi tersebut diperkuat dengon belum
adanya Juklak dan Juknis tentang ABH, yang
mengatur menitoring serta evaluasi terhadap
kerja sama Dinkesos dengan lembaga lain. Hal
ini menyebobkan sulitnya dilakukan koordinasi
untuk penanganan ABH dengan lembaga lain.

SK Dirjen. Yanrehsos tentang multiple
layanan belum dimiliki cleh Dinkesos. Padahal
SK ini sangat berpengaruh terhadop
pelaksanaan program yang dilakukan oleh

Tmidal Murwseatn)

Dinkesos dolom penanganan ABH. Kondisi
tersebut menyebabkan pihak Dinkesos sangat
menyetujui dilakukannyo Mol dengon pihak-
pihak terkait untuk mendukung peloksanaan
program. Salah satunya adalah Mol yang
dilakukon antara Dephumbam dan Depsos,
yang telah terealisasi sejak tahun 2006.

Dalam penanganan ABH Dinkescs juga
membutuhkan dukungan dari L5M/Orsos yang
benar-benar concern terhadop permasalahan
tersebut. Hal ini diharapkan mompu
memunculkan resforative justice sehingga
masyarakat juga memiliki kepedulian untuk
terlibot dalom penanganan ABH. Selama ini
RJ belum terlaksana dengan optimal
dikarenakan tidak adanya koordinasi yang jelos
antarinstansi terkait. Dinkesos sangat
mengharapkan agor di masa mendatang RJ
dapat tumbuh dengan baik di seluruh wilayah
Kotamadya Palembang.

3. Panti Sosial Marsudi Putra Dharma
Phala (PSMPDP)

Panti Sosial Marsudi Putra Dharma Phala
[PSMPDP) teretak di Jl Raya Kayu Agung (32
km barat daya Palembang), Kecamatan
Indralaya, Kabupaten Ogan Komering llir (OKI),
Sumatera Selatan. Tidak terlihat tanda-tanda
yang menunjukkan kenakalan, yang
mengantarkan mereka ke tempat yang berada
di areal seluas 4,5 hektar itu. PSMPDP didirikan
tahun 1981 bagi penyandang masalah sosial
khusus anck nakal. Tapi kenakalan 100
penghuninya jangan diasumsi serupa dengan
kenakalan anak-anak sebavanya di kota besar.
Dari catatan yang dimiliki Panti, kebanyakan
kenakalan mereka berkisar sekitar kasus findak
kriminal ringan dan sedang seperti Merokok,
pencurian, miras, perkelahian hinggo
penodongan. Dari 100 anak yang dibina di
panti ini, sebagian besar (57 anak)
berpendidikan SD, selebihnya SLTP (25) dan
5LTA 18 anak,

Panti memiliki jadwal bagi ABH untuk
mengikuti pembinaan selama berado di panti.
Namun jadwal tersebut belum dimiliki panti
secara tertulis. Kegiatannya antara lain lebih
pada peningkatan keterampilan yang dopat
menunjang usaha kerja dan bimbingan
keagamaan.
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4. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
Anak Kelas IlA, Palembang

Lemboga Pemasyarakatan Anak Kelas |
Aterletok di JIn. Insp. Marzuki KM 4,5 Kabupaten
Palembang, Propinsi Sumatera Selatan.
Masyarakat lebih mengenal lembaga ini
dengan sebutan LAPAS Pa'lo. Lembaga ini
didirikan pada tahun 1973, dengan cakupan
anak didik pemasyarakatan yang menjangkau
seluruh wilayah Sumaotera Selatan, Kriteria anak
didik pemasyarakatan yang ditangani sesuai
dengan Protap. Pedoman Pembinaan dan
Pembimbingan LAPAS, yaitu anak-anck yang
mengalami masalah dengoan hukum dengan
batas usia 18 tahun ke bawabh.

Dialam memberi pembinaan kepada anak
didiknya, pihak LAPAS bekerjc sama dengon
pihak luar untuk menyediakan petugas
pembimbing mental/kerchanian. Sedangkan
unfuk pembimbing keterampilan dan guru,
biosanya LAPAS meminta Badan Latihan Kerja
untuk menyedickan orang-orang yang
dianggap berkompeten di bidangnya. Selain
itu LAPAS juga bekerjasoma dengan Dinkesos
dan Dinkes.

Saat ini jumiah penghuni LAPAS ada 426
orang anak didik, sedangkan daya tampung
LAPAS odaloh 500 crang. Mereka ferdiri dari
257 orang Anaok Pidana (AP), 2 orang Anak
Megara (AN), 167 orang anak Terlantar (AT),
dan untuk Anak Sipil (AS) idak ada. Sedangkan
anck didik yong berada di luar LAPAS untuk
saat ini belum ada. Berdasarkan jenis kelamin

anak didik LAPAS Palembang semuanya berjenis
kelomin laki-loki,

Tindak pidana yang dilakukan anak didik
LAPAS Polembang sangat bervariasi, di
antaranya: pencurion dan pemberatan,
pencurian dengan kekerasan, penganiayaan
dan pembunuhan, Terbanyak adalah kasus
pencurian dan pemberatan.

Menurut beberapa anak didik, “Kayoknyo
gak semua anak di LAPAS fergolong anok nakal
{ABH). Ada juga tuh yong masuk LAPAS karena
masaloh sepele. Misalnye tertangkap menjual
narkoba, padehal niat awalnya hanya untuk
mencari mokan karena fidak punya pekerjaan
lain.”

“Bener-bener....wokfu itu saya jugo udah
bilang gok berani jual napzo soalnya
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bertentangan dengan hukum. Tapi mau
bagaimana lagi, sayo juga butuh uang buot hidup.
Jadi saya ngelokuin semua ity supaya bisa gak
kelaparan.” Kata salah seorang anak yang
kebetulan tertangkap poda saat melokukan jual
beli napza.

Ada kecenderungan masyarakat umum
menghakimi ABH dengan memberikan stigma
atau label yang buruk. Padahal dari dua
pendapat tersebut, setidaknya dapat sedikit
menggambarkan bahwa ada kemungkinan
tindak kriminal yong dilakukan bukanlah
keinginan langsung dari diri pelaku,
Pertimbangan akan adanyo foktorfaktor lain
yang mempengaruhi tindakan tersebut,
seharusnya menjadi masukon bagi pengadilan
dalam memutuskan sebuah perkara.

Anck didik yong saot ini berada dolam
Lapos berkisar antara usia 12-18 tahun. Pada
saat dilokukan pengamatan di lingkungan
Lapas, terlihat ada anak yang temyata usianya
21 hingga 23 tahun. Seharusnyo mereka tidak
lagi berada di Lapas anak, tetapi mereka
memberi alasan bahwa di lingkungan Lapas
ini mereka diberikan tugas khusus yaitu sebagai
petugas kebersihan lingkungan Lapas atau ado
juga yang diberi tugas sebagei pengawas bagi
anak binaan lainnya.

Pembinaan bagi narapidona di dalom
Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk lebih
banyak memberikan bekal bagi bingannya
dalam menyongsong kehidupan setelah selesai
menjaloni masa hukuman (bebas). Utamanya
adalah dopat mengembalikan onok-anak ke
masyarakat, sehingga mereka tidak menjadi
residivis yang mengulangi perilaku-perilaku
yang bertentangan dengan hukum. Pembinaan
yang dilokukan didaserkan pada Pole
Pembinaan yang berlaku secara umum. Pola
ini ado dua yoitu pembinaan kepribadian yang
ditujukan untuk memulihkan rehani anak didik
dan pembinaan kemandirian yang dilakukan
dalam bimbingan kerjo.

Secara umum Lapas masih melakukan
kerja sama dengan pihak luar yang tujuannya
adalah untuk menunjang keberhasilan
pelayanan yang diberikan kepada anak didik.
Pihak-pihak yang terkait antara lain Depnaker
BLK, Depag, Dinkesos dan Dinkes.



Perlyndneergon Soseal Barge Ak Berladapan Dengan Hukion

5. Kepolisian Daerah

Institusi kepolisian merupakan institusi
negara yang pertama kali melakukan intervensi
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan
penyidikan merupakan kewenangan kepolisian
untuk menegakkan sistem peradilan pidana
anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian
diberikan kewenangan diskresi (discretionary
power). Kewenangan diskresi adaloh
kewenangan legal di mana kepolisian berhak
untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu
perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula
kepolisian dopat mengalihkan (diversion)
terhadap suatu perkara anak sehingga anak
tidak periu berhadopan dengan penyelesaian
pengadilan pidana secara formal.

Polisi dolam rangka pemeriksaan
terhadap anak yang terlibat tindak kriminal,
dapat melibatkan Badan Penelitian dan
Pemasyakatan [BAPAS) yang berada di bawah
Departemen Kehakiman sesuai dengan UU
Peradilan Anak tohun 1979, Polisi tidak bisa
memenksa sendin dalam menangani kasus anak
bermasalah dengan hukum, Dalam UU tersebut
mengatur bagaimana proses penyidikan mulai
dari pemeriksaaon, penyidikan, penuntutan
hingga peradilan terhadop pelaku onok-anck
mempunyai mekanisme dan aturan tersendin,
dan mulai pemeriksaon awal BAPAS dilibatkan.
“Apobila tidak dilibatkan maka pemeriksaan
akan batal demi hukum,” ini dikatakan oleh
seorang dosen Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya, Ruben Achmod, SH.,MH. [Achmad,
2004) Polisi bersoma-sama dengan BAPAS
dalam pemeriksaan kasus pidana selanjutnya
akan melokukan penelition masyarakat (Lifmas)
tentang latar belakang pelaku. Hasilnya akan
disarahkon kepada penyidik hingga
pemeriksaan oleh hakim dalam suatu sidang
pengadilan. Dalam sidang pengadilan pun
diatur tersendiri, yang berbeda dengan sidang
sebagaimana lazimnya.

D. Faktor Pendukung dan Peng-
hambat

Berdosarkan wawancaora mendalam
dengan pejobat Dinas Sosial, BAPAS kelas |,
Kasubog Timos Polda SUMSEL, FKPSM, Panti
Sosigl Pamardi Putra Palembang, dikatakan

{Indah Heresieadt)

bahwa implementasi Mol tiga Menteri belum
terlaksana di daerah. Salah sotu alasannya
adalah belum adanya koordinasi antar instansi
dalam penanganan anak berkontlik dengan
hukum. Implementasi dari Mol tiga Menteri
tersebut ditindak lanjuti dengan Mol) antara
Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sesial dengan
Dirjen Pemasyarakatan Nomor: 20/PR5-/KEP/
2005 dan Nomor: Eum 06.07-83 Tahun 2005
Tentang Pelayanan dan rehabilitasi Sosial Anak
Didik Pemasyarakatan.

Hasil FGD menyebutkan bohwa
penjabaran Mol belum ditindaklanjuti dengan
Keputusan Gubernur Sumatera Selatan atou
Peraturan Daerah tentang Pelayanan dan
Rehabilitasi Sosial Anak Didik Permasyarakatan
dalam upaya Perlindungan Sosial kepada anak
yang berhadapan dengan hukum. Menurut
beberapa peserta FGD masing-masing instansi
terkait memiliki Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis sebagai pedoman dalam
penanganan anak berhadapan dengan
hukum. Implementasi Mol tersebut harus odo
kesepakatan don keordinasi karena menyangkut
proses, kerjosama, dengan instansi terkait seperti
kepolisian, pihak pengadilan anak, Kejaksaon,
serta BAPAS.

Kendalo dalam mengimplementasikan
Mol menurut pihak Dinas Sosial Provinsi
adalah penanganan anok berhadapan
dengan hukum belum melibatkan pihok
kepolisian dan pengadilan khususnya
pengadilan anak, padohal kedua instansi
tersebut mempunyai peran di awal pelayanon
yakni memberikan pendampingan pada anak
pada saat diproses di kepolisian, dalam proses
pemeriksaan anak yang berhadapan dengan
hukum harus dalam suasana kekeluargoan don
setiap anak berhak didampingi oleh penosehat
hukum. Sedangkan pihak kejaksoon sedopot
mungkin tidak memenjarakan anak, atau
tempat tahanan anak harus terpisah dari
tahanan orang dewasa atau mencarikan upaya
alihan.

Kendala dalam mengimplementasikan
Mall Dinen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
dengan Dirflen Pemasyarakatan Nomer : 20/
PRS-2/KEP/2005 dan Nomer : EUM 06.07-83
Tahun 2005 Tentang Pelayanan dan Rehabilitosi
Sosial Anak Didik Masyarakat disebutkan dalam
Bab V pasal 6 ayat 3 (d) bahwa setelah tiba
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saot anok dikeluarkan dari Lapas anck karena
mendapatkan Pembebasan Bersyarat, maka
Kepala Lapos menyerahkan anak kepada Panti
Sosial melalui petugas Bapaos. Pada saat itu
peran pekeria sosial PSMP harusnya sangat
diharapkan. Mereka harus dapat menjemput
bola. Namun hal ini belum dapat dilaksanakan
karenan tidok ada mekanisme yang jelas dalam
pengaturannya.

E. S5aran dan Masukan

1. Penahanan terhadap anok seharusnya
tidok menempatkan anak pada Rumah
Tohanan Negara tetapi melalui Panfi-panti
Sosiol yang disediokan Depsos atau
masyarakat. Pada saot sidang anakpun,
dilakukan tidak hanya di tempat tertutup,
tetapi juga harus di tempat yang membuat
anak tidak menjadi takut atau trauma,
narus dalam suasana kekeluargaan dan
setiop anak berhak didampingi oleh
penasehat hukum. Adapun batasan usia
minimum anak yang dapat diproses perlu
disesuaikan dengan ketentuan hukum
infernasional yaitu 12 tahun,

2. Dgolam menangani kosus anak
bermasalah dengan hukum harus ada
kesepakatan dan koordinasi karena
menyangkut proses, kerjasama, dengan
instansi terkait seperti kepolisiaon, pihaok
pengadilan anak, Kejaksaan, seric BAPAS.
Ini harus ferfera di dalam kesepokatan /

Mol Pimpinan antar instansi.

3. Penjabaran Mol harus ditindaklanjuti
dengan Keputusan Gubernur atou
Peraturan Daerch tentang Pelayanan dan
Rehabilitasi Scsial Anck Didik
Permasyarakatan dolam  upaya
Perlindungan Sosial kepada anck yang
berhadapan dengan hukum.

4. Sosialisasi Mol terhadap semua instansi
yang terkait terutama di Kepolisian,
Pengadilan dan Kejaksaan.
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I11. ANALISIS HASIL
PELAKSANAAN KEGIATAN

Sebagai anok yang melakukan
pelanggaran atau kejohatan {anak-anak yang
berhadapan dengan hukum), seringkali hak-hak
anak tersebut tidak dilindungi pada setiap
tingkat pemeriksean, mulai dari proses
penyidikan hingga proses persidangan di
pengadilan. Belum lag situasi lain yang harus
dihadaopi yaitu adanya stigma dori masyarakat
sebagoi penjohot, harus keluar dari sekolahnya
dan diasingkan oleh kamunitas lingkungonnya.
Kondisi ini sangat berpengaruh pada
perkembangan anak dan masa depannya serta
cukup memprihatinkan.

ldealnya anak-anck fidak bisa dihukum
dengan cara dipenjara. Penahanan dan
pemenjaracn horus menjadi upaya paling akhir
dan kalaupun terpaksa dilakukan harus untuk
masa yong paling singkat. Seperti dihimbaou
oleh Menteri Sosial pada berbogai kesempatan,
beliau menekankan bohwa setiep putusan
hakim harus mengutamakan kepentingan
terbaik bagi anak dan nilai-nilei hukum yang
berkembang di masyarakat. Penahanan
terhadop anck seharusnya tidak menempatkan
anck pado Rumah Tohanan Negaora tetapi
melalui Panti-panti sosial yang disediakan
Depsocs atau masyarakat. Kalaupun anak harus
menjalani penahanan, maka tindokan hukum
yang dilakukan terhadap mereka harus
mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat
melakukan kejohatan atau doli incopax dan
tidak dapat secara penuh bertanggung jawab
atas tindekannya. Apalagi mengingat bahwa
beban yang harus diterima anak jika menjalani
masa-masa penahanan, dia harus keluar dari
sekolah, kehilongan mosa-masa pendidikannya
belum logi masalah pelabelon pada anak.

Implementasi Surat Keputusan Bersama
Antara Menteri Sosial Rl, Menteri Kehakiman
dengan Menteri Tenaga Kerja Nomor : M.O1-
Pk.03.01 Tahun 1984, Nomor: Kep.354/Men/
1984 dan Nomor: 63/HUK/X/1984 Tentang
Kerjasama dalam Penyelenggoraan Program
Latihan Kerja Bagi Narapidana serte Rehabilitasi
Sosial dan Resosiolisasi Bekas Marapidana dan
anak negara di daerah :
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Menurut Pejobat Dinas Sosial, Seksi
Rehabilitasi Sosial, pemahaman tentang surat
keputusan ketiga Menteri tersebut telah
dilaksanakan nomun belum ada koordinasi
dalam pelaksanaan. Masing-masing instansi
terkait memiliki tanggungjowab dalam
pelatihan anak yang berkenflik dengan hukum
sesuai dengan pedoman masing-masing
instansi terkait. Misalnya -

1. Departemen Kehaokiman menyedickan
data tentang anak yang berkonflik dengan
hukum yang telah selesai menjalani masa
pidana atau masa tindakan sebagai
peserta latihan; khusus BAPAS memiliki
tugas - mendampingi anak di kepolision,
mendampingi anok di persidangan, dan
membimbing anak dalam masa PB/CMB

2. Departemen Tenaga Kerja menyediakan
peralatan, bahan latihan dan perleng-
kapan lofihan serta instruktur sesuai dengon
keterampilan anak yang berkonflik
dengan hukum.

3. Departemen Sosial, melaksanakan
rehabilifosi anak berkonflik dengan hukum
agar dapat kembali ke mosyarakat
dengan memberikan bantuon perolatan
kerja dan modal kerjo untuk berwira-
swasta.

Mekanisme penyerahan anak bermasalah
dengan hukum diawali dengan penelitian oleh
petugas BAPAS tentang proses kejadian.
Selanjutnya hasil penelitian BAPAS dibacakan
pada saoot sidang, dan pihak BAPAS
mengajukan permohonan keringan hukuman
dengon pertimbangan untuk kepentingan
tumbuh kembang anck dengan menyerahkan
pembinoan anok ke Panti Sosial. Kendalanya
dalam Moll yang ada saat ini pihak Pengadilan
dan Hakim belum terlibat sehingga belum
dijeloskan bentuk koordinosi ontare Bapas,
Hakim dan Panti Sosial dalom penangenan
anok yang bermasalah dengan hukum.

Demikian pula dengen Kepolisian di
Palembang, menurut pihak kepalisian (Kasubag
TU Polda Sumaterta Selatan) belum pernah
dilibatkan dalom pembohasan dan sosialisasi
tentang Mol Menteri Sosial, Menteri
Kehakiman dan Menter Tenaga Kerja serto Mol
Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan

fhudats Huresimaky)

Dirjen Pemasyarakatan. Padahal dalam
Undang-Undang Peradilan Anak Tahun 1979
salah sotu pasalnya menyebutkan bahwa
proses penyidikan muloi dari pemeriksaan,
penyidikan, penuntutan hingga peradilan
terhadap pelaku anak-anak akan melibatkan
pihak BAPAS dan opabila tidak melibatkan
BAPAS maka pemeriksaan akan batal demi
hukum. Namun kenyataan di lapangan
keputusan hasil pemeriksaan polisi belum
berdasarkan penyidikan BAPAS.

Menurut kasie Pelayanan dan Rehabilitasi
Provinsi Sumatera Selatan, pemahaman tentang
Mol tiga menteri sesuai dengen tugas dan
wewenang masing-masing instansi. Setiop
instansi memiliki pedoman dalam melaksa
nokan peloyanan bagi anak yang berhadapan
dengan hukum. Mamun kesepakatan yang
berkaitan dengan koordinasi dalom pemberian
pelayanan terhadop anak yang berhadapan
dengan hukum belum ada rincian dan
penjelasan, khususnya mengenci mekanisme
dolem meloksanakan rujukan mulai dari proses
penyidikan di kepolision sampai proses
persidangan hingga rujukan anak berhadapan
dengan hukum dimesukkan ke Panti.

Pelaksanaan pelatihan bagi anak yang
berhadapan dengan hukum antara masing-
masing instansi memiliki pedoman, juklak dan
juknis sendiri sesuai dengan kebijokan Menteri
masing-masing. Sebogai contoh dalam Mol
pelocksanoan pelatihan diloksanakon coleh
Depnaoker den peserta disediakan cleh Lapas.
Namun di Lopas sendiri terdopat oturan bahwa
di dalam lapaos tidok dapat dilaksanckan vo-
catfional training (pelatihan keterompilan sesuai
dengan kebutuhan pesar dan minat peserta)
namun diberikan pelatihan yang sifatnya parsial
dan dilaksanckan di dalom penjara. Jenis
pelatihan yang diberikan adaloh membuat sikat
dan sapu.

Pihak kepclisian menyatakan bahwa
mereka tidak terlibat dalam pembuatan Moll
baik di fingkat Menteri maupun di tingkat Dirjen.
Sebaiknya dilaksanakan sosialisasi Mol
terhadap semua instansi yang terkait ferutama
di kepolisian, Pengadilan dan kejaksaan. Hal
tersebut sangat penting karena di kepolisian
dimulainya anak berhadapan dengen hukum
diproses dan dipengadilan dilaksanakan proses
pemutusan hukuman, Pada dua instansi tersebus
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belum dijelaskan secara rinci mengenai
perlindungan terhadap hak-hak anak.

Hasil diskusi tentang peran pekerja sosial
koreksional tidak didapatkan informasi yang
jelas tentang peran mereka dalam pemberian
pelayanan terhadop anak yang berhadapan
dengan  hukum. Mereka  masih
mempertanyakan apa dan siapokah yang
dimaksud dengan pekerja sosial koreksional.
Sementara Kepolisian, Bapas, Lapas sudah
memiliki pendamping anak dolom proses
penyidikan yang disebut pembimbing
kemasyarakatan. Menurut Dings Sosial Provinsi,
pekerja sosial merupakan pejabat fungsional
di lingkungan kantor provinsi. Tugas dan Peran
mereka dalam penanganan anak berkonflik
dengan hukum adaloh mendampingi anak
selama anak di Panti Sosial. Idealnya memang
setelah mereka selesai masa hukuman di
penjara maka pekeria sosial menjemput ke
Lapas dan diberikan keterampilan sesuai
dengan kebutuhan di Balai Latihan Kerja Dinas
Sesial yang bekerja sama dengan Dinas
Tenaga dan Transmigrasi. Namun dalom
kenyataan ini belum dapat dilakukan.

Dari diskusi tersebut, pemahaman peserta
FGD tentang peran dan tugas Pekerjc Sosial
Koreksional dalam penanganan anak
berhadapan dengan hukum, belum jelas.
Mereka masih mempertanyakan tentang
eksistensi sebagai pekeria sosial.

IV. PENUTUP

Ada beberapa depariemen yang
menangani .masalah anak. Mamun depar-
temen-departemen tersebut belum bersinergi
dan berkoordinasi secara terintegrasi dalam
menangani masolah anak. Apa yang dilakukan
oleh departemen-departemen tersebut hanya
sebatas kebijokan, bukan dalam menitoring.

Perangkat perundang-undangan di Indo-
nesia yang mengatur tentang perlindungan
anak, sebetulnya sudeh lebih maju
dibandingkan dengan negaoro-negara lain.
Namun tampaknya kerjosama antar instansi

atau lembaga terkait terhadop pemenuhan hak
dan perlindungan anck belum terlaksana
dengan prinsip demi kepentingan terbaik bagi
anak. Aparat penegak hukum selama ini juga
belum memiliki respon yang tinggi terhadap
perlindungan anak. Mereka tidak menempatkan
masaloh perlindungon anck sebagai prioritas
utama.

Ini terjadi karena kurangnya pemahaman
terhadap UU Nomer 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (PA)} dan peraturan lainnya
yang terkait anak, apalagi dengan Mol antara
Dirien Pelayanan dan Rehabilitasi Sesial
Departemen Sosial Rl dengan Dirjen
Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Momor: 20/PRS-2/KEP/2005
dan Nomor : U.E.M 06.07-83 Tahun 2005
Tentang Pelayanan dan Rehaobilitasi Sosial Anok
Didik Pemasyarakatan, dan SKB antara Menteri
Sesial BRI, Menteri Kehakiman dan Menteri
Tenaga Kerja Nomor : M.01-P03.01 Tohun
1984, Nomor : Kep.354/Men/1984 dan
Momor: 63/HUK/X/1984. Sosialisasi terhadap
UU PA, MoU dan SKB tiga Menteri, masih
sangat minim.

Seperti ditekankan oleh Menteri Sosial,
dalom menyelesaikan revisi UU No. 3/1997,
bahwa setiop putusan hakim harus
mengutomakan kepentingan terbaik bagi anak
daon nilgi-nilei hukum yang berkembang di
masyarakat. Eksploitasi, kekejaman, kekerasan,
ancaman kekerosan, atau penganiayaan
terhadap anok seloma proses persidongan
harus dihindari. Dalam kerangka ini,
pendekaton kesejahteraan dapat dijadikon
sebagai dosar filosofi penanganan terhadap
pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya
pendekatan ini didosari argumentasi bahwa :
Anak-cnak dianggap belum mengerti benar
kesalohan yang telah diperbuat, sehingga
sudoh sepantasnya diberikan pengurangan
hukuman, serta pembedaan pemberian
hukuman baogi anok-cnak dengan orang
dewasa; don bila dibandingkan dengan orang
dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah
dibina dan disadarkan,
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